BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan latar belakang, hasil penelitian dan pembahasan dapat di tarik
kesimpulan sebagai berikut :

1. Program PDPGR memberi kemandirian terhadap masyarakat terutama
dalam bidang ekonomi di mana masyarakat bisa miningkatkan taraf
hidupnya

2. Pengaruh kesejahteraan terhadappartisipasi masyarakat dalam Program
PDPGR dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Brang Ene telah
memberikan hasil yang nyata dalam kehidupan masyarakat, hal ini dilihat
dari peningkatan kualitas hidup baik dibidang ekonomi, kesehatan maupun
jaminan sosial dari PDPGR. Selain itu tumbuhnya rasa ketercukupan
masyarakat terhadap bantuan yang diterima melalui kegiatan-kegiatan
yang dicanangkan oleh PDGPR yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) membuat partisipasi
masyarkat Kecamatan Brang Ene bertambah walaupun belum sepenuhnya
kesadaran kolektif dari masyarakat dalam membangun daerah.

4. Untuk mengukur tingkat pengontrolan dalam pelaksanaan program ini
dilihat dari pengendalian yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah,
namun pengendalian oleh masyarakat tidak berjalan maksimal dan jauh

dari yang diharapkan. Sedangkan pengendalian oleh pemerintah



diwujudkan melalui pembuatan laporan secara berkala oleh semua agen
pemberdayaan PDPGR.

Keterbukaan lembaga untuk menampung aspirasi, hal ini tidak di
manfaatkan dengan baik oleh masyarakat terbukti dari forum yasinan yang
kebanyakan dari agen PDPGR dan hanya sebagian dari masyarakat yang

menyampaikan aspirasinya secara langsung

. Adanya program PDPGR sejak tahun 2016 memberikan pengaruh yang

besar terhadap masyarakat kecamatan Brang Ene mulai dari
Jambanisasi,Kartu Bariri Tani, Rehap RTLH, Kartu Pariri lansia dan
disabilitas sudah bisa di rasakan manfaatnya oleh masyarakat Kecamatan

Brang Ene

1.2 Saran

Sebagai upaya memberikan masukan dalam rangka mengoptimalkan

Partisipasi Masyrakat Dalam Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong

(PDPGR) di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya di Kecamatan Brang Ene,

maka berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1.

Pemerintah Daerah khususnya pemangku kepentingan seharusnya melakukan
sosialisasi secara berkala dengan tujuan masyarakat sebagai penerima
bantuan dapat memahami dengan jelas program yang sedang dijalankan.

Agen Pemberdayaan Desa dan Agen Peliuk Desa di Kecamatan Brang Ene
seharusnya lebih gencar dalam menggerakkan masyarakat untuk melibatkan
diri dalam setiap kegiatan PDPGR agar konsep gotong royong yang dicita-

citakan dapat singkron dengan aktualisasi dilapangan.



3. Agen Pemberdayaan PDPGR sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan
program sangat membutuhkan pelatihan dan pembinaan begitupun dengan
agen di Kecamatan Brang Ene, mengingat masih rendahnya Sumber Daya
Manusia (SDM) yangtersedia di masing-masing agen.

4. Merekonstuksi Agen PDPGR dengan menempatkan orang-orang yang
berkompoten di fungsi-fungsi strategis seperti ketua kecamatan, ketua Desa
dan Ketua Peliuk.

5. Bagi masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya di Kecamatan
Brang Ene agar lebih aktif berpartisipasi dalam semua kegiatan PDPGR
sebagai bentuk dukungan terhadap program daerah yang sedang di
implementasikan dan tujuan pemberdayaan gotong royong dari program ini

dapat terwujud.
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